BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian atau keseragaman
dalam tata cara penilaian dan penetapan angka kredit bagi
Auditor, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai
Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka
Kredit Auditor Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan;

l. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
" Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5949);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

eta




10.

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4014, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
secbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsionai Auditor
dan Angka Kreditnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT
AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya
disebut Bupati

4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi
kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan,
kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

5. Tim penilai angka kredit auditor yang selanjutnya disebut
tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang
bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai
prestasi kerja auditor.

6. Pejabat pengusul angka kredit adalah pejabat di bidang
kepegawaian atau pejabat yang melakukan fungsi
pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan
penetapan angka kredit Auditor untuk disampaikan kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

7. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah
pejabat yang menandatangani penetapan angka kredit (PAK)
yang diperoleh auditor.

8. Tim penilai pusat adalah tim yang melakukan penilaian
angka kredit bagi auditor madya dengan pangkat pembina
tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan auditor Utama
dengan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, yang
bekerja di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP) baik di pusat maupun di dacrah.

9. Tim penilai kabupaten adalah tim yang melakukan penilaian
angka kredit bagi auditor pelaksana sampai dengan auditor
penyelia dan auditor pertama sampai dengan auditor madya
dengan pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja
di unit kerja Inspektorat Kabupaten.

10. Anggota tim penilai pengganti adalah pegawai negeri sipil
yang diangkat sementara oleh ketua tim penilai untuk
menggantikan anggota tim penilai yang turut dinilai atau
berhalangan sementara kurang dari 6 (enam) bulan.




11.

12,

13.

14.

15.

16.

by

18.

19,

20.

Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah
PNS dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Tim penilai teknis adalah tim yang dibentuk oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit untuk membantu
ketua tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap hasil
kegiatan yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian
tertentu yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidangnya
baik PNS atau bukan PNS,

Sekretariat tim penilai adalah Sekretariat yvang membantu
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan tim
penilai dalam bidang administrasi penilaian angka kredit
auditor.

Penilaian terpusat adalah penilaian vang dilakukan oleh tim
penilai Pusat atas usulan penetapan angka kredit bagi
auditor madya dengan pangkat pembina tingkat I, golongan
ruang IV/b sampai dengan auditor utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan
aparat pengawasan intern pemerintah.

Penilaian setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh tim
penilai unit kerja instansi pembina atau tim penilai instansi
atau tim penilai provinsi atau tim penilai Kabupaten atas
usulan penetapan angka kredit bagi auditor pelaksana
sampai dengan auditor penyelia dan auditor pertama sampai
dengan auditor madya dengan pangkat pembina, golongan
ruang IV/a yang bekerja pada masing-masing unit kerja
APIP.

Rapat pleno adalah rapat tim penilai untuk menetapkan
angka kredit auditor dan harus dihadiri oleh anggota tim
penilai.

Daftar usulan penetapan angka kredit yang selanjutnya
disingkat DUPAK, adalah daftar yang berisi jumlah angka
kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh auditor
dan dibuat oleh auditor yang bersangkutan, untuk
diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit melalui pejabat pengusul.

Laporan angka kredit yang selanjutnya disingkat LAK,
adalah dokumen yang disusun Auditor berupa rekapitulasi
surat pernyataan melakukan kegiatan dalam satu periode
penilaian.

Surat pernyataan melakukan kegiatan yang selanjutnya
disingkat SPMK, adalah dokumen yang ditandatangani oleh
Atasan Langsung Auditor yang menyatakan bahwa kegiatan
pendidikan dan  pelatihan/pengawasan/pengembangan
profesi/ penunjang telah selesai dilaksanakan oleh auditor
yang bersangkutan.

Berita acara penctapan angka kredit yang selanjutnya
disingkat BA-PAK, adalah laporan hasil akhir penilaian
angka kredit yang ditandatangani seluruh anggota tim
penilai yang hadir dalam rapat pleno sebagai dasar




penctapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

21. Penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat PAK,
adalah dokumen yang memuat informasi jumlah dan
komposisi angka kredit Auditor yang diperoleh dalam periode
penilaian tertentu yang ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. organisasi penilai angka kredit auditor;

b. jabatan/pangkat auditor:

c. pejabat pengusul angka kredit;

d. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

€. tim penilai;

f. pengusulan angka kredit; dan

g. tata kerja penilaian angka kredit.

BAB III
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT

Pasal 3

(1) Pejabat pengusul angka kredit untuk penilaian terpusat
adalah Inspektur Daerah di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banggai Kepulauan.

(2) Pejabat pengusul angka kredit untuk penilaian setempat
adalah sekretaris Inspektorat Kabupaten di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

(3) Bentuk dan format unit organisasi, pangkat auditor, pejabat
pengusul, pejabat penetap dan tim penilai sebagaimana
tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat pengusul angka kredit mempunyai tugas :

a. menerima DUPAK yang dilampiri dengan SPMK vang telah
disetujui oleh atasan langsung auditor dan dokumen
pendukung lainnya;

b. meneliti kelengkapan DUPAK; dan

¢. menyampaikan DUPAK kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai.

BAB IV
PEJJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah
Inspektur Kabupaten untuk penilaian dan penetapan angka
kredit bagi auditor pelaksana sampai dengan auditor
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i2)

penyelia dan auditor pertama sampai dengan auditor madya
dengan pangkat pembina, golongan ruang |V /a yang bekerja
di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat struktural
eselon III di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

(3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penilai.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

pengendalian dan tertib administrasi harus membuat
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.
Pejabat  yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Bentuk dan format Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
im
BABV
TIM PENILAI

Pasal 6

Tim penilai kabupaten dibentuk, ditetapkan oleh dan
bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, serta
berkedudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Tim penilai kabupaten mempunyai tugas:

a. membantu Inspektur Daerah dalam menetapkan angka
kredit bagi auditor pelaksana sampai dengan auditor
penyelia dan auditor pertama sampai dengan auditor
madya dengan pangkat pembina, golongan ruang IV/a:

b. membantu Inspektur Daerah selaku pejabat pengusul
untuk melakukan penelitian DUPAK bagi auditor madya
dengan pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b
sampal dengan auditor utama dengan pangkat pembina
utama dengan golongan ruang IV/e di lingkungan
instansi masing-masing sebelum disampaikan kepada
tim penilai pusat;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Inspektur Kabupaten yang berhubungan dengan
penctapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b.

Tim penilai kabupaten mempunyai fungsi :

a. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit
vang diajukan oleh auditor;

b. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;

c. menandatangani BA-PAK;

d. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada
sekretariat tim penilai;




e. menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada
Inspektur Kabupaten.

Pasal 7

(1) Keanggotaan tim penilai harus memperhatikan hal-hal

(2)

sebagai berikut;

a. jumlah anggota tim penilai sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
orang dengan rincian sebagai berikut :

l. seorang ketua merangkap anggota;

2. seorang wakil ketua merangkap anggota;

3. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

4. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

b. jumlah anggota tim penilai dimaksud pada huruf a angka
4 paling kurang 2 (dua) orang dari auditor:

€. Jjumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud huruf
a harus gasal;

d. berdasarkan pertimbangan Instansi Pembina atas usulan
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dua
atau lebih aparat pengawasan intern pemerintah dapat
membentuk satu tim penilai;

e. dalam hal terdapat anggota tim penilai yang pensiun,
berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, atau sebab
kedinasan lainnya, maka ketua tim penilai mengusulkan
penggantian anggota tim penilai secara definitil sesuai
dengan masa kerja yang tersisa dari anggota tim penilai
yang diganti kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit;

f.  ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai
pengganti dalam hal terdapat anggota tim penilai yang
turut dinilai atau berhalangan sementara kurang dari 6
(enam) bulan;

g. dalam hal ketua tim penilai yang turut dinilai, maka
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
menjadi ketua sementara tim penilai; dan

h. anggota tim penilai dapat berasal dari unit kerja
pengawasan lain atau instansi lain yang berkaitan
dengan pembinaan kepegawaian, atas permintaan
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Keanggotaan tim penilai adalah auditor, pejabat struktural

dan pejabat fungsional lain yang memenuhi persyaratan :

a. auditor, pejabat struktural dan fungsional lain yang
sckurang-kurangnya menduduki jabatan dan
pangkat/golongan ruang yang sama dengan auditor yang
dinilai;

b. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang penilaian
dan penetapan angka kredit auditor;

c. salah satu dari ketua/wakil ketua/sekretaris tim penilai
memiliki surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan
penilaian angka kredit; dan

d. dapat aktif melakukan penilaian.




Pasal 8

(1) Masa jabatan anggota tim penilai angka kredit auditor

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

adalah 3 (tiga) tahun dan dapa! diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.

PNS yang telah menjadi anggota tim penilai angka kredit
auditor dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1
(satu) masa jabatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) tidak
berlaku bagi sekretaris tim penilai.

Pasal 9

Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh

Inspektur Daerah untuk tim penilai kabupaten.

Sekretariat tim penilai bertanggung jawab kepada ketua tim

penilai.

Sekretariat tim penilai dipimpin oleh seorang sekretaris tim

penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat yang

menangani  bidang kepegawaian pada Inspektorat

Kabupaten.

Sekretariat tim penilai mempunyai tugas adalah

memberikan bantuan teknis dan administratif untuk

kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai dan pejabat vang
berwenang menetapkan angka kredit.

Sekretariat tim penilai mempunyai fungsi :

a. mengadministrasikan DUPAK Auditor;

b. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang
disyaratkan dalam DUPAK;

c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan
penetapan angka kredit;

d. menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat
tim penilai;

e. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian tim
penilai;

f. membuat konsep PAK;

g. menyampaikan PAK dari pejabat vang berwenang
menetapkan angka kredit kepada pimpinan APIP vang
bersangkutan;

h. memantau perolehan angka kredit Auditor selama
periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang
Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit
kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat
atau pembebasan sementara;

1. memberikan laporan kepada tim penilai perihal :

1. auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit
kumulatif minimal vyang dipersyaratkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat pada waktunya;

2. kemungkinan dapat diangkat kembali seorang
auditor yang sebelumnya dibebaskan sementara dari
jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi

==




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan.

Pasal 10

Tim penilai teknis dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat vang
berwenang menetapkan angka kredit berdasarkan usulan
dari ketua tim penilai.

Tim penilai teknis dapat berupa suatu komite yang berkaitan
dengan penilaian kegiatan Auditor.

Tim penilai teknis menerima tugas dan bertanggung jawab
kepada ketua tim penilai angka kredit dengan tugas pokok
memberikan pendapat dan masukan dalam memberikan
kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian
tertentu.

Tim penilai teknis berfungsi memberikan pertimbangan
teknis dalam hal penilaian kegiatan pengawasan dan non
pengawasan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian
khusus.

Tim penilai teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan
dalam satu periode penilaian angka kredit.

BAE VI
PENGUSULAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

Pejabat pengusul menerima DUPAK dari auditor yang telah
dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

(2) DUPAK untuk :

(3)

a. auditor terampil dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini; dan

b. auditor ahli dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Setiap DUPAK Auditor harus dilampiri dengan :

a. laporan angka kredit dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut dalam lampiran V peraturan ini;

b. SPMK pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V-A,
lampiran V-B, Lampiran V-C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. SPMK pengawasan dibuat menurut contoh formulir
scbagaimana tercantum dalam lampiran VI vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

d. SPMK pengembangan profesi dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati inj;




e.

SPMK Penunjang dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini; dan .

SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ¢, d,
dan e, harus disertai dengan bukti fisik.

(4) Pejabat pengusul wajib meneliti kelengkapan DUPAK yang
disampaikan auditor.

Pejabat pengusul menyampaikan DUPAK dan dokumen
terkait lainnya kepada pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit melalui sekretariat tim penilai.

(S)

(1)

(2)

BAB VII

TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

Tata kerja tim penilai angka kredit adalah :

a.
b.

£.

menerima dan mengadministrasikan DUPAK dari auditor;
meneliti  persyaratan-persyaratan dan bukti yang
dipersyaratkan dan diajukan dari setiap DUPAK;
melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka
kredit yang diajukan pada setiap DUPAK;

memantau perolehan angka kredit auditor selama
periode tertentu apakah telah memenuhi persyaratan
minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih
tinggi,

mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk
memberikan surat peringatan dan/atau pembebasan
sementara dari jabatan auditor yang tidak dapat
memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan;
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengenai
kemungkinan dapat diangkat kembali dalam jabatan
auditor bagi auditor yang sebelumnya dibebaskan
sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah
memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan;
dalam melaksanakan tugas tersebut, tim penilai dibantu
oleh sekretariat tim penilai.

Tata kerja sekretariat tim penilai angka kredit adalah :

a.

b.

menerima dan mengadministrasikan setiap DUPAK yang
diajukan oleh pejabat pengusul;
meneliti kelengkapan berkas DUPAK dan dokumen
pendukungnya;
mempersiapkan lembar perhitungan angka kredit
scbagaimana contoh sebagaimana tercantum dalam
lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;
mengirimkan berkas DUPAK kepada tim penilai yang
dipersiapkan oleh auditor dan telah ditandatangani oleh
pejabat yang mengusulkan;
menerima kembali hasil penilaian dari tim penilai;
mengajukan konsep PAK kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit;

-10 -




g. meneruskan berkas-berkas DUPAK bagi auditor yang
menduduki jabatan auditor madya, pangkat pembina
tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan auditor
utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e
kepada kepala BPKP untuk perhatian sekretariat tim
penilai pusat; dan

h. menyusun laporan semester mengenal pelaksanaan
tugas tim penilai dan setelah ditandatangani ketua tim
penilai kemudian menyampaikan kepada pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit dan Kepala BPKP
untuk perhatian pusat pembinaan JFA selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester
yang bersangkutan.

(3) Tata cara penilaian tim penilai angka kredit adalah:

a. rapat pleno tim penilai dilaksanakan paling sedikit 2
(dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode
kenaikan pangkat;

b. rapat pleno tim penilai dilaksanakan pada bulan Januari
tahun yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat
periode april dan pada bulan juli tahun yang
bersangkutan untuk kenaikan pangkat periode oktober;

C. rapat pleno tim penilai untuk pengangkatan, kenaikan
jabatan, pembebasan sementara dan lain-lain ditetapkan
menurut kebutuhan; dan

d. pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit,
dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. ketua tim membagi tugas penilaian kepada anggota
tim penilai;

2. setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota;

3. setelah masing-masing anggota melakukan penilaian,
hasilnya disampaikan kepada ketua tim penilai
melalui sekretaris tim penilai untuk disahkan;:

4. apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang
penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit
dilakukan dalam rapat pleno tim penilai; dan

5. pengambilan keputusan dalam rapat pleno tim Penilai
dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya
melalui suara terbanyak.

e. hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam BA-
PAK yang ditandatangani oleh anggota tim penilai sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. menyampaikan BA-PAK kepada sekretariat tim penilai
untuk penyiapan PAK dan selanjutnya disampaikan
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit untuk ditetapkan.

g pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
menelaah kembali konsep PAK dan dapat mengubah
angka kredit yang diberikan oleh tim penilai, apabila

L




ternyata setelah ditelaah ulang diketahui terdapat
kesalahan dalam pemberian angka kredit.

h. auditor yang bersangkutan, tidak dapat mengajukan
keberatan terhadap PAK yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

i. sckretariat tim penilai menyampaikan asli PAK kepada
kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan tembusan
disampaikan kepada :

1. auditor yang bersangkutan;

- pimpinan unit kerja auditor yang bersangkutan;

sekretaris tim penilai yang bersa ngkutan;

kepala pusbin JFA;

kepala perwakilan BPKP;

lainnya sesuai kebutuhan: dan

Arsip.

i Sl

Pasal 13

(1) Instansi Pembina melakukan evaluasi atas penilaian dan
penetapan angka kredit yang dilakukan tim penilai.

(2) Apabila dalam evaluasi atas penilaian dan penetapan angka
kredit ditemukan adanya kesalahan dan/atau kekeliruan,
maka instansi pembina akan memberikan rekomendasi
peninjauan/koreksi PAK.

(3) Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi vang diberikan
instansi pembina, pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit berkewajiban mengoreksi PAK auditor.

(4) Koreksi PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
pada PAK periode berikutnya.

(5) Apabila koreksi PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempengaruhi kenaikan jabatan/pangkat maka diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

(1) PAK yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya
ditetapkan.

(2) Tim penilai kabupaten membuat laporan semester penilaian
angka kredit auditor dan daftar rincian penilaian angka
kredit auditor.

(2) Bentuk dan format PAK sebagaimana dimaksud pada avat
(1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian
yidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk dan format laporan semester penilaian angka kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran XII yang merupakan bagian yidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Bentuk dan format daftar rincian penilaian angka kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran XIII yang merupakan bagian yidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII |
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahui,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan.
Ditetapkan ¢i Salakan
pada tanggal 6 Juli 2017
BUPA’}"I BAN KEPULAUAN,
ZAINAL MUS
Diundangkan di Salakan
pada tanggal 27 Juli 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

/@-KLV__
zAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 66
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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
66 TAHUN 2017

UNIT ORGANISASI, PANGKAT AUDITOR,
PEJJABAT PENGUSUL, PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1 DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Organisasl Ja“““’ém: Audltor | pejabat Pengusul | PejabatPenctap | Tim Penilai
Daerah |Auditor Pelaksana s.d. Pejabat yang Inspektur Kab. Tim Penilai
i Auditor Penyelia dan membidangai Banggai Kepulauan|Kabupaten
Auditor Pertama s.d. Auditor|kepegawaian serendah-
Madya dengan Pangkat rendahnya Pejabat
Pembina, golongan ruang  |Struktural Eselon Il
IV/a
Auditor Madya dengan Inspektur Kab. Kepala BPKP / Tim Penilai
pangkat Pembina Tingkat I, |Banggai Kepulauan Kepala BPKP dapat |Pusat
golongan ruang IV/b s.d mendelegasikan
Auditor Utama dengan kewenangannya
pangkat Pembina Utama, kepada Pejabat
golongan ruang IV/e Struktural Eselon 1
di Lingkungan
BFKP
BUPATI KEPULAUAN,

ZAINAL

S




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A.

CONTAH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT YANG
BERWENANG DAN PEJABAT PENGUSUL MENETAPKAN ANGKA KREDIT

R

S S 8
Lﬁ%‘{;l:.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ..... TAHUN ...cvevons

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

DAN PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit

jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu
untuk mengangkat pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit dan pejabat pengusul angka kredit
dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S1 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1989 tentang Pembentukan Kabupaten Buocl, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 179, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Menteni Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008
tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-707/K/JF/2008
tanggal 14 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Penilaian Angka Kredit Auditor;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka
Kredit Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 66

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.




KESATU * Mengangkat Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
dan Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan  sebagaimana tercantum dalam  Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit atau
Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
dictum KESATU, mempunyai tugas :

a. Membentuk Tim Penilai Angka Kredit: dan

b. Menerima dan menetapkan angka kredit jabatan

fungsional auditor.

KETIGA : Pejabat Pengusul Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Menerima DUPAK yang dilampiri dengan SPMK yang telah
disetujui oleh Atasan Langsung Auditor dan dokumen
pendukung lainnya;

b. Meneliti kelengkapan DUPAK;

¢. Menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pads tageal .o e

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar-

2. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP di Jakarta;

3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Yang bersangkutan;

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS




H LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
BERWENANG DAN PEJABAT PENGUSUL MENETAPKAN ANGKA KREDIT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN PEJABAT
ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

PANGKAT, oty
NAMA NIP JABATAN | . /RUANG PENILAIAN ANGKA

KREDIT o]
................................................... INSPEKTUR PEMBINA PEJABAT PENETAP

.............................. TR SEKRETARIS PEMBINA PEJABAT PENGUSUL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS




I'E)

I
ETURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
DR 66 TAHUN 2017

ANG
ANISAS| DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
WWNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

CONTOH DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT A
UTAN/FENYELIA

UDITOR PELAKSANA/PELAKSANA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
AUDITOR PELAKSANA/PELAKSANA LANJUTAN,/PENYELIA

WNOMOE s s a

Masa Penilagan @ .y Y,

KETERANGAN PERONGAN

AMA
3P NOMOR SERI KARPEG
FEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
ENIS KELAMIN :
ENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNY, -
BANGKAT/GOL. RUANG, TMT :

BATAN AUDITOR TMT
A KERJA GOL. LAMA

BARI!

4

STl KERIA

LINSUR YANG DINILAL

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR YANG DINILAL

INSTANSI PENGUSUL

LAMA BARL

JUMILAH

4 3 I

3

FENDIIMEAN SEKOLAH

maidikin Sckolah vang sesusi dengan bidar

g tuges Auditor dan mencapai
et Tiazah

Sarjana (51)/ Diploma IV

Diploma L Sagana Mudls

KA KREDIT PENJENJANGAN

<

UTAMA

ENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan  dan  Pelaiban  fungsional o bidang pengwasan  sers
memperoleh surat taneda tunat pendidikan dan pelaihan (STTP) anay

I Lamanya kebih dar %60 jam

Lamanya antara 641 - 960 jam

Lamanya 48] - 640 Jam

Lasmanya 161 - 480 jum

- Lansunya 81 - 160 gam

Lamanya 30 - 80 jm

Pendidikan dan pelatiban prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan solongan 11

I PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NGAWASAN

Pelaksanaan kegmtan ks PR IEWTLsan

2 Auditor Pelaksana

1). Mekaksanakan tugas-iugas pengawasan sederhana dakan audit kinera

2. Mekabsarabkan gs-tugas pengvasan sedertana dalam audit ats aspech)
keuangan terenti,

I Melaksanakan Wigis-tugas pengawan  sederhana dalam

amdit i
utpesars tertonyiy,




b,

Meliksanakan  wgpeaugs  pemmwasin sederhan dalam  audit
khussus/investigast bernmdibkasy tindak pidana.

» Melaksanakan migas-tugas prempwasan sedertua dalam kegiatan cvaluasi

G}, Melaksanakan rogasiugas pengwasan sederhang dalam kegiatan reviu

n. Melaksanaban  mgas-tiges  pengawasan sederhana  dalam kegiatan
r}tﬂnlm'ﬁ

8 Melaksanakan  tugastugs  pengwasan  sederhang dalam  kegiatan)
" pengwasan lain

D Melaksanakan Wigas-tugas  pengawasan  sederhama  dalaim  rangka
membanty - melaksamakan  kegiatan  pereneanaan, PengUIEAnISRsan,
pengendalian dan evalisisi

b. Auditor Pelaksana Lanjutan

1) Melaksanakan tugis-tims  pengawasan dengan kompleksitas rendah
dalam audit kinerga

2 Melaksanakan  wgstugs  pengawasan dengan  kompleksitas  rendal
~ dakum audit atas aspek keuangan tertentu,

. Melaksanakan tugastuges  pongawasan  dengsn kompleksits  rendab
dalarm avdit untuk oo tenenm,

. Mclksanakan iugas-tugs  pengawasan dengan kompleksitas  rendah
dakam audit khusus/investigasiberindikasi/tindak pidana.

B Melaksainakan gs-iugs pengiwasan dengan kompleksitas  renclah

dalam kegiatan cvaluas

i,

Mekiksanakan ymstuge  pengmveasan dengan kompleksitas rendah
dlalarn keptatan reviu

7y

Melaksanakan gas-ugas  pengawasan € gt kompleksits rendah
didam kegiatan presan s

B. Melaksanakan  tugas-tugas progwasan  dengan kompleksite  rendah)
clalam keguatan pengevaisan lain

M. Melaksanakan tugms-tuges pengawasan dengn kompleksitas  rendah
dalam  mmgka  membanig melaksanakan kegiatan  perencanmaan,
Petgongamsasian, pergendalian dan evaluasi

© Auditor Penyelia

D. Melaksanahan  tugas-tugs - pengavwasan dengan kompleksites  sedsu
dalam awdit kinera

2. Melaksanakan lugmis-fugas  pergavwasan  dengan kompleksitas sedang]|
dalam audit atas aspek kevangan terentu,

B Melaksanakan st pengawasan dengan kompleksitas seelang)
dalam ansedit uniuk nyjuan terentu,

i.

Mebksanakan  mgstugas pengwsisan dengan kompleksitas sicelang
hadamn audu khusus/investigasy berindikasi/tindak picdana,

* Melaksamkan wugas-lugas  pergawasan dengan kompleksitas k:dang1

dalam kegatan cvaluasi

LTS

-

Melaksanakan  wigas-tugas  pengawasan dengan  kompleksitas seddang]
dalam kegiatan revio

7

Melabsanakan wigas-tugas  peimgwasan dengan komplebsitas seq
dalamn kegiatan pemsntaan

K.

Melaksanakan tugms-ugis  pengwasan dengan  kompleksitas  sedar
calom kegintan pengveasan lain

]

Mulaksanakan tugas-ugas  pengawasan dengan  kompleksitas  sedang,
dalam  mngka  membanty  melaksanakan kegiatan  perencanaan,
Pengorganisasian, peogendalian dan evalussi

JUMLAH PENGAWASAN

GEMBANGAN PROFESI

Pembuatan karya lis karya ilmiah i briclang, pengawasan
1. * !

PRopunpgy [ 1 || AL

#). Dalam bentuk buku vang dite rbitkan dan dheddarkan secam

b). Dalam bentuk baku yaug diterbitkan dan diedarkan secirm nasional

). Dalam majakih yang diakui oleh insansi Pemibina

a.

Membuat kanya mlis s ilmiahy sl pengkajian i bidang pen
yang tidak dipublikasikan teep didokumentasikan

al. Dalam benmk bukuy

—



bl Dalam bentuk naskah

. Tinjavan dan ubsan ilmiab hasil grimsan sendin di bidang pengasasan
yarg dipublikasikan

). Dalam bentuk buky yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b). Dialam bentuk majalaly vang dizkui oleh instas pembing

- Tugaan dan ulasan ilmiah lasil ggsan sendin di bidang, pengswasan|
yang dipublikasikan

al. Dalam bentuk buku

bl Dakum beoiuk maskah

3. Tulisan ilmiah di bidang pengawasan vang disebaruaskan mebalui media
miassl vy merupakan s kesabuan

- Kamva wiliskarya ilmah berupa praseven, G, s atan ulnen
ilmiah yang disampaikan dalaim pertemuan ilmiah aias

Penenemahan/penyaduran buku dan hahasebahasa di bidang

1) Mencgemahkan/memyadur bidaug pengmasin vang dipublikasikan

a). Datam bentuk buku ving diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b). Dalam bentuk magalah yang diakui oleh mstansi pemilsing

D Menegemabkan/meyadar bndany  pengwasny g tadak
dipubhkasikan

ab. Dialam bentuk buku

b). Dalarn bestuk naskal

Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilrmuan

. Melakukan studi banding di bicang pengawasan per kegiatan

2. Nam sombser, pemyan pemrasann, moderor puda berbag konferensi,
kangres, workshop, pelatiban di kantor sendir di hickang pengawasan perl
keeggatan

a). Konferensi dan kongres

b, “’Dl‘k&l“}p

cl. Pelatihan di kantor sendin

« Mengikut kegatan konferensi, kongres, workshop, pelatihan o kantor
seiudiri i bidang peigasan, per kegiatan :

a). Konferensi dan kongres

b). Workshop

ol. Pelatshan di kantor serdin

4. Mengikut  Ihkla  fungsonal penjenjangan dan  icknis  substnnl
pengawagan per jarm ikl

3. Memperoleh gelar prolest pemgmwasin seperti CPA, CMA, CIA, CISA,
CGAP, CPEA, BAP

Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang siandar, Kode

. Menyusun,  memutakhickan | dan berperan akif  dakum
pPemaparanexpose dial heanng dan fimalisasi szndar profesi

al. Rancanga/'dial seondar profesi dan kode etik Auditor

b). Final standar Profes: dan Kode ok Aulitor

4. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi standar dan kode etk profesi
Pemmwasan por kegmian

A Bemperan akaf dalam penerbitan bukubudetinumal magalah ofi hirlmu{‘
Pengawasan sebaga pemminus rodak tur/editor, setiap

al. Internasional

Is). Masioual

el Dseral;

. Bemperan akiil schagn pemmins dewan kehormatan orgnisasi profesi
setiap ahun

a). Intermasional

k). Nasional

e}, Dacrah Pmpimi-‘ﬁalmpmmmwlkpmwm:ﬂ FPND
FENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR UTAMA
TR PENUNIANG

Berpersia seita dakun semimar/ iokakarya di bidang P ngawasan

a). Mengikuti seminar/bokakarys dag be rperan sebagai ;

). Prmirasaran

bl Moderator

o). Peseria

Mengdi Anggota Tim Pernila

Menjudh anggot Tim Penila Anpgka Kredit Aucitor seear akul




H-:mpem]ch penghargaan/tanda jasa di bidang kepegawaian

Mem h tanda jasa Satyalencana Karya Satya

1). 30 {tiga puluh) tahun

E}r m [d“lpclhlh] ﬁh'u-n

3). 10 (sepulub) tahun : =

b, Memperolch penghangaan/tanda jasa lainnya

1). Tingkat 1

2). Tingkat 11

&), Tinghkai ITI -
4. Pengajar/pelath pada diklal ieknis substansi/ Tungsi

Mengajar/'melaih pada diklat seknis substansi/fungsional, per jam
peksiithan " o

Keikuisernaan Diklat Teknis Substantl penunjang pengawasan

Mengiku diklat reknis substantil’ penunjang pengawasan = =

Kﬂ:wu.;] dalam kepanitiaan

Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam fornum pengawasan - -

. Keanggotaan onganisasi profesi di bidang pengawasan

Hcrpemuakhfathnwummﬂnurpmm profesi setiap tahun

& Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gelar

b. Hmﬂghp!arkﬂmjamﬂnhhunﬂ,uﬁupghr

E}l- M.tﬂl'{sa} - -

2. Pasca Sagana (52) = =
). Sarjana = d

UNSUR PENUNJANG . -

AN KREDIT PENJENJANGAN . g

ANGEA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN = 3

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1 Sural Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan
2  Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan
3 Surat Pemnyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
4 Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengamasan
4 Sural Keterangan Lembur

Catatan Pejabat Pengusul
I
2
3

BUPATI BAN PULAUAN,

ZAINAL MUS




RAN IV
TURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
OR 66 TAHUN 2017
ANG

ISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
KUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

CONTOH DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR
PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA®)

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
AUDITOR PERTAMA/MUDA /MADYA/ UTAMA*)

NOmOr: oo

£ Orgzaniss : Masa Penilazn ¢ oo,

KETERANGAN PERONCAN
NAMA j
NIFNOMOR SERI KARPEG
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
JENIS KELAMIN
FENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHTTUNGKAN ANGEA KREDITNYA
PANGKAT/GOL. RUANG, TMT
JABATAN AUDITOR/ TMT
MASA KERIA GOL LAMA

BART
UNTT KERJA
UNSUR YANG DINILAL
ANGEA KREDIT MENURLTT
ITNSUR YANG DINILAL INSTANSI PENGLUSLIL
IAMA BARL! JUMLAH
2 3 i 5
IMIMEAN SEKOLAH
= Tam gl
1. Dokior (5:3) =
8. Pasca Sagana (59

A, Sargaa (511 Diploma [V

ANGKA KREDIT PENJENJANGAN

SUR UTAMA

DIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendwdikan dan Pelatiban lungsional di bidang pengawasan sers memperoleh
surat Bnda tmat pendidikan dan peladban ST ata serfika

1. Lamanya lebih dar 960 am

4. Lamanya antara 641 - 960 am

A Lamanya 481 - 640 gn

#. Lamanva 16] - 4890 mm

). Lamanya 81 - 160 gam

).  Lamanya 30 - 80 jam

Peshidikan dan pelatiban praphatan

Pendidikan dan pelatiton prapbasn golongn 111

IMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

GAWASAN
3. Melaksanskan Pengawasin ST Jam

1}, Auditor Pertama

#l. Melksanakan nugis-tugas perggmssan dengn kompleksitas tngg dalam|
ausedit kinerga

bl Melaksanakan tugpstuges pensmwasan dengan kompleksitas tings dalam
audit atas aspek kevangan tenen,




o). Mebksanakan tags-tugas pengawasan dengan kempleksitas tngg dalam)
audit untuk e werenm

dl.  Melaksanakan tugastues pengawisan dengan kompleksits g dalam
audit khwsus invesuggasy benndikasytindak pidana,

el Mendampmgymembenkan keternmgm alii dalam proscs ponyidikan duy
alau peradilan kasus lasil pengawasan

Mehibsanakan togastngs pemmwasan dengn komnpleksitas tngg dalam
kegatan evaluas)

B  Melakswakan wigas-igs prigawasan dengan kompleksits tngm dabum
keggatan meviu

bl Melaksanakan nggas-tiges pengawasan dengan kompleksts nhgg dalam
Kegiatan pemisgn

i Melaksmakan tugs-nigas pemgmvasan dengan kompleksitas ungm dalam
kegatan pengawasan b

3. Melaksanakan onges-tugas pengawasan dengin kompleksims toga dalam
rangka membantu melaksanakan kegiamn PerCRGUERL, PEIEREiasin,
|Rll§rru.'luim:| elan cvaliss

2. Auditor Muda

ar.  Memimpin pelaksaan swan penugisan andi kinera

W.  Memimpin pelaksain smiu penugasan audit s aspek  kewangn
ferteni,

o). Memimpin pelaksanaan susto penwgiaan audil entok tupsn wertent,

dl.  Memimpin poe bk ganin suaiu e niugsan aulit
khnisus/ ivestigasy bennedikas ndak pidans korups,

el Memdamping wembenkan keerangan abb dalun proses penvelikan dan
atau peradilan kasus hasil penggmasan

. Memimpin pelakcanaan sumg peniugisan dalam kegamn evaluas)

g Memimpin pelaksanaan st penugasan revy

h. Memimpin pelaksansan sustu penugsan Pemannan

o Memimpin pelaksamsn suaty penuasan pengawasan

b Memimpin pelabsansan  suan penmgasan  dabun  rangka meniheanio
melaksanakan kegamn perencanaan, pengonmnisasian, pengendalian dan
evalias pergawasan

3). Auditor Madya

ah, Mendamping, memberibkan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan
At preradilan kasus lasil pergmasan

bl Mengendalikan ichnis pelaksancen kegatan pengawasan Guadit, evaluasi,
revid, pemantauan dan pengawasan lam)

4. Avditor Utama

a.  Mendampingl membenkan keterangan shl dalam proses penyidikan dan
atau peraedilan kasus hast) pengwasan

b Mengendalikan wknis pelaksanzan kegiatan pengawasan {audit, cvahos,
mevin, pemantaucan dan penggvwasin bind

b.  Melaksanakan kegatn pengorganisasian dan pengendalizn

1}, Auvditor Madya

al.  Melahsanakan kegiatzn pensongnisasian Prengamasan

b,  Melaksanakan kegasn pengendalian e TR

oh  Membumm melaboamsabkan kegatan percucanaan dan cvalhos

Melaksanakan kegatan perencanamn dan cvaluas PRSI per

1), Auvditor Utasma

a).  Melaksanakan kegiamn (R THCANRAN PemEawssan

bh.  Melaksanakan kegatan evalies PEngAWsAn

JUMLAH PENGAWASAN

NGEMBANGAN PROFES]

5. Pembustan karya tulissana ilmiah di Lielang pengavwasan

. Membum karya whskarna dniah hasil petnghagian di bidang pengawasan|
yumg dipuhlikasikan

al. Dalam bentuk buko vang diterbithan dan diedarkan serars

bk Diakam bentuk buky vang diterbitkan dan diedarkan secars nasional

). Dubam majalah vang diaki oleh ustans pembing




B, Membuat karya twhskarva diah hasil pengkajian i bicang pengiwazan
yaung Belak ipuldikasikan iwtapi didokumenasikan di

al. Dialam besirtuh bk

bl Dalam bemuk askal

d Tingacan dan ulssan tmiah sl gagsan sendin 4 bidang pengawasan yang|

dipublikasikan

a). Dalam bentuk buku vang diterbithan dan dicdarkan secars nasional

b}, Dialam bentub megslah vang diskui oleh instans pemliang

W, Twguan dan ulasan lmiah hasl gagasan sendin di bidlasig pengawasan
dipublikasikan

a). Dadam bentuk buku

by, Dyabam bepuk naskah

S Tulisan toials de bedang pengivasn vang cisebarduaskan melals medil
imassa yang merupakan satn kesatuan

6. Karya mbskana ilmiah berupa prascien, Gogauan, s atmy ks
dmiah yang disampaikan dalam peremun itmiah acs

Penegemadin/penyadun buky dan balas-tadass i badar W

v Menegemablom menyadur bidang penggwsisa vang dipubhlasikan

a). Dialam bentuk buku vang diterbitkan dan diedarka secara nasioreal

b} Dalam bentuk magalah yang diakui olel instanss peinhina

B, Meregemahkan/meyadur di ricliang pengawasan yang Gdak dipulalikasikan

a). Dabaim bentuk buky

bi. Dalam bentuk naskah

Peru serta dalam pengembangan profes: di barlangg keilmuzn

1) Melakukan stusdi banding di ndang pengawasan per kegatan

2). Nam sumber, penyaji permiasaran, modemator pada berbagpn konferensi,
kongres, workshop, pelalan di kanter sendin o bidang pengavasan per]
kecwatag ;

al. Ronlerensi dan komgres

bl Winkshop

c). Pelatiban di kantor sendin

A Mengkut kegatan konferensi, kongres, workshop, pelathan di kanor]
sendin di bedang pengawagan, per kegiaian :

al. Kemferensi dan korgres

). Warkshop

). Pelatiban di kantr sendin

B Memgkut Diklat lumesomal renjengngan dan teknis substantifl pengawasan
per gum diklat

). Memperoleh gelar profesi pengwasan seperti CPA, CMA, CLA, CISA,
CGAL, CPEA, BAP

Pevan sevia dakom hegaan Peimrmbmangan profesi di bidang sewsdas, Kode Fak,

Iy Menyusun, memutakbirkan dan berperan skl dalam pemaparn/expos:
shral/Tiearing dan finalisasi standar profesi

ab. Rancangauy/'dral standar profes: dan kode etik Audior

by, Final standar Proles dan Rede Faik Auditor

2. Melaksanakan  penyuluban sosalisast smndar  dean kode cuk  profes:
pemgmwasan per kegatan

A Berperan akol dalam penerbitan bukuhuletinjumal/magdaly di bidang
pengwasan schaga pengurus redakour/editor, setiap

al. Iniemasional

b Nasional

b Daerab

B Berperan akil schagi peiguns dewan kelyormmtn orgaisasi profes
i b

al. Internasional

b, Nastonal

o). Dacrah PropinsiKabupaten/ Kot Departemen/ LPND

MIAH PENGEMBANCAN PROFES]

UNSUR UTAMA

SUR PENUNJANG

Berperan sera dabam sermiar Tokakarya di bidaug pengamsan

A Mengikut seminarTokakanz dan berperan s b




a). Pemrasaran
b). Moderator = z ”
¢). Peserta i > i
B Menjadi Anggot Tim Penilai e
Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara akil 2 =
5. Mcmperoleh penghangaan/tanda jasa di bidang kepegawaian =
a.  Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya Satya :
1}, 30 {tiga pulul) b : % 2
2. 20 {dua pulub) tahun £ 5
3). 10 (seputuh) mbun -
b, Memperoleh penghangaan/tanda jasa lainnya 3
1). Tingkat [ - = z
2. Tingkat I1 = a
3). Tmgkat L1 : " 5

4. Pengagar/pelatih pada diklat ieknis substansi/fungsional
Mengajar/melatih pada diklat seknis substansi/Tungsional, per jam pelatihan

Keitkuiseriaan Diklat “1'eknis Subsmnil penunjang pengawasan

Mengikuti diklat teknis substantif penunjang pengawasan s
Keanggobun dalam kepanitiaan :
Menjadi anggoia dalam kepanitiaan dalam forum PETgRWASAT) £ 5 : 3

7. Keanggotaan organisasi profes: di bidang Pengawasin
Berperan akil sebagai anggota ongnisasi profesi setiap whun
a). Internasional E
b). Masional . F :
ch. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND ? d -
Perolehan gelar kesarmuaan lainnya

i Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gela 2 : :
b.  Mcmperoleh gelar kesajanaan lninnya, setiap gelar _

1). Dokior (58) : :
2), Pasca Sagana (52) 2 ;
3). Sarjana : .
UNSUR PENUNJANG 3 3 .
LAH ANGEA KREDIT PENJENJANGAN = > :
[AH ANGEA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN : - :

TAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1 Surat Permyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan
2 Surat Pernyatan Melakukan Kegiatan Pengawasan
3 Surat Pemnyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi : !
4 Surl Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengawasan
5  Sural Keterangan Lembur

‘Casatan Pejabat Pengusul

1

3

3

(termpat dan Lgl)

Pejabat Pengusul

IR it sk

BUPATI Al KEPULAUAN,
-

mrmt.‘ﬁﬁ:'




RANV

TURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
MOR 66 TAHUN 2017
ANG

ANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI LIHGKUHG.‘:N
PEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

CONTOH LAPORAN ANGKA KREDIT

1/Golongan Ruang
it Kerja

melakukan kegiatan sehagai berilouyt -

Uraian Sob Unsur Tgl Jml Jam | Jml Jam

il Ll

ol il ol

B || s

Jumlah Unsur Penunian
|Jmn1-h

BUPATI BA KEPULAUAN

ZAINAL MUS



LAMPIRAN V-A

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MEYELESAIKAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DAN MEMPEROLEH 1JAZAH /GELAR

SURAT PERNYATAAN TELAH MEYELESAIKAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama SR g R R A e T S e
NIP R RN NS o R R e b s
Pangkat/Golongan RUANE : ......cuiersniiniesaosssessssssssnsmmmmemsssnsssesen .
Jabatan e e R S S R A S S S e
Unit Kerja RO SN Tl 0 e o BB oo S RSN S

Menyatakan bahwa:

Nama T e
NIP e T
Pangkat/Golongan RUANE : ........vueveueereeevsrvusereneseossooooooo
Jabatan D S e T
Unit Kerja B At i R RS S R e

Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar S1/82/83%)
dengan data-data sebagai berikut:

1. No dan tanggal ijin belajar
2. Tanggal, Bulan, Tahun ljazah
3. Nama Perguruan Tinggi
4. Jurusan :
9. Kualifikasi Pendidikan : Utama / Penunjang *)
6. Tanggal, Bulan, Tahun Lulus
Ujian Penyesuaian ljazah
7 Jumlah Angka Kredit

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya,



Inspektur/Sekretaris/Inspektur
Pembantu*)

tid,

Nama Pejabat
I, 1 1 R

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung SKP atau
pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS




LAMPIRAN v-B

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUT! PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN AUDITOR

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama ey s e B S s S Y S SR e S
NIP R e R SRS YA 4 ham e b e g8 e oo bt
Pangkat/Golongan R et R B R
Jabatan T N G e e RN S S A e
Unit Kerja N O 35 A e SR e s rns 0 4 et et s
Menyatakan bahwa:
Nama R L s e K e A S e
NIP T
Pangkatf(}ﬂlangan s T O
Jabatan e gk s mam e A B S AN S g
Unit Kerja AR RS o bt g K S R S L
Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor sebagai berikut

| Uraian Kegiatan Satuan ' Jumlah | Jumiah 7
No M kode 1 Kegiatan | Tanggal | angka : angka | Keterangan

kredit | ™ | 1reqit

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

dst _|

L Jumiah

Ll |

Demikian pernyataan inj dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

......... } RAmA s e S R ey

Inspektur/ Sekretaris/Inspektur
Pembantu®)

ttd,

Nama Pejabat
NIP. coiiiiiiicmmnnmesenensesensssnins




Inspektur/Sekretaris/Inspektur
Pembantu®)
ttd,
Nama Pejabat
BEP ey

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung SKP atau
pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



LAMPIRAN v-C

PERATURAN BUPATI BANGGA] KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PRA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP L L U
Pangkat/Golongan Ruang: ...

Jabatan :

Unit Kerja

Menyatakan bahwa-

Nama

Pangkat/Golongan Ruang: .............

Jabatan :

Unit Kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan sebagai berikut
] Uraian Kegiatan | Satuan | Jumlah —|
N s gt s i Tanegal | ke |Jumlah

v Kode Kegiatan angg angka S angka | Keterangan
i | kredit | kredit |
e — | 3 .

T IS - | &6 | 7 [ =
== | | | | ]
|2, ] : ; [ ‘
ldst : l |
| _ Jumlah | | | ]
e e

Demikian pernyataan inj dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Inspektur/Sekretaris /Inspektur
Pembantu*)

ttd,

Nama Pejabat
R i S i




*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung SKP atau
pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI B GG-AI KEPULAUAN,

ZAINA.L MUS




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN |/
PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN |/ PERENCANAAN DAN
EVALUASI *) PENGAWASAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN/PENGORGANISASIAN DAN
PENGENDALIAN/PERENCANAAN DAN EVALUASI *) PENGAWASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan Ruang ............................................................................
Jabatan
Unit Kerja

---------------------------------------------------------------------------

...........................................................................

.........................................................................

-------------------------------------------------------------------------

Menyatakan bahwa;

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang
Jabatan

Unit Kerja

............................................................................

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
.........................................................................

.........................................................................

Berdasarkan Surat Tugas NOmMOr : ........ccceevevvnrinnnnnns telah melakukan kegiatan
pelaksanaan /pengorganisasian dan pengendalian/perencanaan dan evaluasi ¥
pengawasan sebagai berikut ;

Urai ) ] Mulai
raian Kegiatan tanggal | Jam Fans Satuan | Jumlah
= s/d rencana | realisasi angkra angk_a Keterangan

Kode | Kegiatan tanggal kredit | kredit

1 2 3 4 5 6 T 8
1.
2.
dst

i Jumlah

l

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.



*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung SKP atau
pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

b

ZAINAL MUS




LAMPIRAN Vii

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI AUDITOR *)

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDITOR 5

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S
NIP A e N SR R e e R e S
Pangkat/Golongan Ruang ............................................................................
Jabatan R R AR i wHh B A A VB BRSNS SN aS wmm o w0 0 8 M e i
Unit Kerja e B

Menyatakan bahwa:

Nama L b B o i e R SO R S R e
NIP R R S
Pangkat/Golongan Ruang ............................................................................
Jabatan S S ke Y SN e e i s R R R S G e
Unit Kerja R R S

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang pengawasan sebagai

berikut :

Uraian Kegiatan Satuan sk Jumlah
No Kode Kegiatan Tanggal | angka [ angka | Keterangan

kredit kredit

1 2 3 4 S 6 7 8
1.
.
dst

Jumlah

|

- 4 l =

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan schaga,im.ana
mestinya.

Inspektur/Sekretaris/ Inspektur
Pembantu*)

ttd,

Nama Pejabat




*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung SKP atau
pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

%

ZAINAL MUS




LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
AUDITOR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawa_h ini:

Nama
NIP N b oo s S o,
Pangkat/Golongan Rua.ng ............................................................................
Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Rudng
Jabatan e A
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas auditor aebagal berikut :

I' | Uraian Kegiatan | kb 1 Juralah r
a umia
Penunj J

|| No |L_K i —,—J: :::’;—l-;— Tangg&l angka uan;:lah angka | Keterangan

| kredit | 3 kredit
T | ] | | ool —_—
Ll 2 T | 5 - A [ T
2l ] | |
| d':;t | | I |
— e -
i Jumiah | ,l J .[ ]
'__J___ =i S rI J | J -

Demikian pernyataan inj dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

...................................

Inspelcmrf Sekretaris/ Inspektur
Pembantu?*)

ttd,

Nama Pejabat
DB i it i s e




*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung SKP atau
pejabat struktural yang membawahi kepegawaian
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH LEMBAR PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

LEMBAR PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

Nama Unit Organisasi : ..............
NIP. Masa Penlladnm  ,.iivivainiivs cansiiins
Pangkat /Gol.ruang, TMT
Jabatan RN
Pendidikan terakhir
No VEBGE Uil:flr R Peran = & ::gfa
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Rencana | Realisasi | Kredit/Jam Kkredit
Ketua Tim Penilai,
tid,
Nama Pejabat
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ﬂ
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

DNCHTEREIITTS . st v momo s b e SRRl
Pada hari ini ......... B i L - SRR et tangeal vannaa 85id
............. Tahun ............, yang bertanda tangan dibawah ini, sesuai dengan surat
keputusan Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor ............... tanggal

............. Tentang pengangkatan Tim Penilai Kabupaten telah melakukan
penelitian dan penilaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka penetapan angka
kredit, terhadap :

KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2. | NIP.

3. | Nomor Seri KARPEG

4. | Pangkat/golongan ruang, TMT

5. | Tempat dan tanggal lahir

6. | Jenis kelamin

7. | Pendidikan tertinggi

8. | Jabatan auditor, TMT

9. | Unit kerja

Hasil penilaian angka kredit tecantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Anggota Tim Penilai, Anggota Tim Penilai,
ttd, ttd,
Nama Pejabat Nama Pejabat

IR it WP winsnansonaminrsprisarnainsansd
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LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN

TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI

LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
INSPEKTORAT DAERAH

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NOMOR: ........ /PAK.JF/20..
Masa Penilaian tanggal .................... 5 E—————
KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
AN LM T o L N e g R ———
3. | Tempat dan tanggal lahir |.......cccemeenee.
4. | Jenis kelamin
5. | Pendidikan tertinggi
6. | Pangkat/golongan ruang,
TMT
7. | Jabatan auditor, TMT
8. | Unit kerja ]
PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANGEKA
KREDIT
UNTUK
NO URAIAN LAMA | BARU | JUMLAH KENATKAN
JABATAN/
PANGKAT |
1 2 3 4 5 6
I | PENDIDIKAN SEKOLAH
II | ANGKA KREDIT PENJENJANGAN
A | UNSUR UTAMA
1. Pendidikan z
25 Pengawasan 2
3. Pengembangan Profesi e
JUMLAH - SR,
B UNSUR PENUNJANG 8 viconnns
JUMLAH AK PENJENJANGAN =
JUMLAH (I+II) - - - = T—
DAPAT /TIDAK DAPAT
DIPERTIMBANGKAN UNTUK
DINAIKKAN DALAM




JABATAN ......... /TMT ........., dengan
memperhatikan sertifikasi dan
persyaratan lainnya

PANGKAT ......../TMT ..........
A Pengembangan profesi selama dalam
pangkat .........

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal ..... S ) o

Nama jabatan,
trd

Nama pejabat
1] | o

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Tembusan :

. Auditor vang bersangkutan;

. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP;

. Sekretaris Tim Penilai;

verenrareenannes |[S€5UA]I kebutuhan)

Arsip

L
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. CONTOH LAPORAN SEMESTER PENILAIAN ANGKA KREDIT

Nomor

Lampiran
TANGGAL

LAPORAN SEMESTER PENILAIAN ANGKA KREDIT

e g S WEIL, o e i e i
Satu berkas Selaku Pejabat yang
: Laporan semester ..... berwenang menetapkan angka kredit
Tahun .... Pelaksanaan il i

Tugas Tim Penila

Dengan ini kami sampaikan Laporan Semester Pelaksanaan Tugas Tim Penilai,
semester ......... Tahun ......... sebagai berikut :
Jumlah Auditor per

L
IL.

I1I.

IV,

1.

2.

3.

Daftar wusul penetapan angka kredit vang sedang dalam

penilaian/penelitian terdiri dari :

1) Daftar usul penetapan angka kredit yang diterima sebelum semester
........... pelaporan

2) Daftar usul penetapan angka kredit yang diterima dalam semester
........... pelaporan

Daftar usul penetapan angka kredit yang telah selesai dinilai dan

diteruskan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Sisa DUPAK Akhir Semester Pelaporan

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang telah disetujui dan diterbitkan
Penetapan Angka Kredit

1. Jumlah Auditor yang naik pangkat per

2, Jumlah Auditor yang tidak naik pangkat

3. Jumlah Auditor yang diberi Nota Peringatan @ ............

4. Jumlah Auditor yang dibebaskan sementara

5. Jumlah Auditor yang diberhentikan ...
(Daftar Terlampir)

Hal-hal lain yang perlu disampaikan ...

Ketua Tim Penilai Kabupaten
ttd

Nama pejabat
IR s sesicamis



Tembusan :
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor - BPKP di Jakarta.

BUPATI B GAI KEPULAUAN,
q

ZAINAL MUS




159j01d

19y e Aufaad uquiuag HEESue) IRPIPUed uejeqer dIN BIUBN ON
1Ipa13 exsuy
1exgued yreu yepn Suek 1ojpny I
yepunp Buluag EEM._ i semduag uxypuag
19y ey uejeqep dIN BUIBN ON
Hpaxy eyduy

e sad yestdued Sjreu Buek 1oyipny I

NHLYdNIVH LVIOLMAISNI

VAVd ¥0LIANY LIGHAN VIONV NVIVTINGD NVIONIY dV.LIVA

NILYINEVE LYAOLMHIS NI Vvd
JOLIANV LIGHAM VIONY NVIVIINGD NVIONIN dV.LIVa HOLNOD ¥

NVOVINdTH
IVOONVH  NELVANEVH HVIIVA  LVIOIMAISNI  NYON NMDNIT
IT ACLIANY LIIA VIONY NVIVIING VA VIVL NVQ ISVSINVOAO

ONVINEL
L10Z NNHY.L 99 ¥OWON
NVOVINdEN IVOONYE LLVdNG NV NLVIAd

IIX NVAIdWYT




SO TVYNIVZ

A

‘NVOVINdaN v

VH ILvdng

-

19y

yeump

Buluag

1sajoad
uquidus g

semdusyg

W{pusg

NP Byduy

ugjeqep

dIN

BN

ON

UBNRULYIaqip Jued 1onpny A

1saj01d

19y

yepwnp

Fuluag

uquiduag

semuag

Wwppusg

upany exguy

uereqep

dIN

BUIBN

ON

BIB]UDWoS ueNseqaqip suek 103IpnY A

_

yejump

Buluag

rsajoad

E |

uquisuag _

semduag

Wpuag

P21y exsuy

ueleqep

dIN

BLUBN

oN

uejesuLtad ejou Hoaqip sued 10y1pny 111

|



